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MK Gelar Sidang Lanjutan Tujuh Perkara UU Ciptaker

Jakarta, 21 Juni 2023 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian tujuh perkara
Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap
UUD 1945 pada Rabu (21/06), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pengucapan Ketetapan serta
Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil. Sebanyak tujuh perkara tersebut
terdiri dari 39,40,41,46,49,50,54/PUU-XX1/2023 yang diajukan berbagai aliansi serikat atau federasi pekerja.

Pemohon perkara nomor 39/PUU-XXI/2023 menyampaikan beberapa alasan permohonan seperti undang-
undang a quo mengatur kembali usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak terintegrasi
(unbundling). Sistem unblunding yang dimaksud adalah pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi
usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai
barang jualan. Pemohon menegaskan usaha ketanagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan
memperlakukan pelaku usaga secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah adalah bertentangan
dengan UUD 1945.

Menurut Pemohon perkara nomor 40/PUU-XX1/2023, pemberlakuan Pasal 81 menjadi penyebab terjadinya
hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai
pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga

Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding.

Selanjutnya Pemohon 41/PUU-XXI/2023 menyampaikan karena Perppu 2/2022 ditetapkan pada 30
Desember 2022 namun Perppu baru mendapatkan persetujuan DPR dalam masa sidang kedua setelah
Perppu ditetapkan. Artinya, telah terjadi pelanggaran terhadap perintah ‘harus’ mendapat persetujuan DPR
dalam masa sidang pertama DPR yang dimulai sejak 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023.
Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 berikut
Penjelasannya, persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 menjadi undang-undang mengandung cacat formil

atau cacat konstitusi.

Kemudian Pemohon 46/PUU-XXI/2023 berpendapat bahwa seharusnya Pemerintah dan DPR memperbaiki

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan cara membuat Undang-Undang secara




prosedur biasa untuk lebih melibatkan partisipasi publik. Apabila pembentukan undangundang dengan
proses dan mekanisme yang tertutup dan jauh dari keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta
mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut

melanggar prinsip kedaulatan rakyat.

Pemohon 49/PUU-XXI/2023 menilai keberadaan Pasal 48 angka 1, Pasal 48 angka 19, Pasal 48 angka 20
dan Pasal 48 angka 32 UU Cipta Kerja menciptakan dualisme lembaga sertifikasi halal. Semula lembaga
yang berhak menerbitkan sertifikasi halal hanya dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana
diatur dalam UU JPH. Akan tetapi, dengan adanya pasal-pasal yang diuji, muncul lembaga lain yang dapat

menerbitkan sertifikasi halal, yakni Komite Fatwa Produk Halal di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Selanjutnya, Pemohon 50/PUU-XXI1/2023 menjelaskan penetapan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI11/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tindakan Presiden dan DPR yang mengabaikan
putusan MK jelas dan secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki bahwa
seluruh lembaga negara termasuk lembaga pembentuk undang-undang harus tunduk dan taat pada hukum

(konstitusi) termasuk pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Terakhir, persoalan utama Pemohon 54/PUU-XXI1/2023 melakukan uji formil UU Cipta Kerja, yakni proses
pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena
terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang. Pemohon berpendapat bahwa
cacat formil dalam pengundangan UU Ciptaker telah nampak secara tegas dan nyata semenjak Perppu
Ciptaker yang menjadi cikal bakal UU Ciptaker. Perppu Ciptaker sejatinya harus dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku, bukan ditetapkan menjadi undang-undang. (TIR/FY/MHM)
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